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LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Dokumentasi Wawancara Dengan Informan 

 

 

Dokumentasi wawancara dengan Bapak Edi Suryono ketua DPK APINDO Brebes 

sekaligus Senior Manager HR IR PT. BIG Losari Brebes 



 

 

 

 

 
Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Ibnu Hendra, S.T Perencana Ahli 

Pertama di BAPERLITBANGDA Kabupaten Brebes. 

 

 
 



 

 

 

 

 
Dokumentasi wawancara dengan Ibu Herisetiawati, S.IP Subkoordinator 

pengendalian penanaman modal dan Bapak Wahyu Prasetyo, S.H Staf. 

  



 

 

 

 

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara 

 

PEDOMAN WAWANCARA 
Nama : 

Usia : 

Jabatan : 

Instansi : 

No Aspek Ruang Lingkup Pertanyaan 

1. Kondisi Awal Hubungan antar 

stakeholder 

- Sejauh mana kesenjangan 

pemangku kepentingan 

dalam hal kekuasaan sumber 

daya dan juga pengetahuan? 

- Apa insentif yang diperoleh 

dan apa kendala partisipasi 

yang dihadapi para 

pemangku kepentingan? 

- Bagaimana Kerjasama yang 

dibangun, ataukah terjadi 

pertentangan diantara 

pemangku kepentingan? 

2. Desain 

Kelembagaan 

Partisipasi, 

transparansi dan 

peraturan 

kolaborasi 

- Bagaimana Tingkat 

partisipasi para pemangku 

kepentingan? 

- Apakah dalam kolaborasi ini 

memiliki sebuah forum 

khusus mengenai kolaborasi 

kelembagaan? 

- Apa saja aturan-aturan dasar 

yang mendukung 

kolaborasi? 

- Bagaimana proses 

penyelenggaraan kolaborasi, 

apakah berjalan secara 

transparan? 

3. Kepemimpinan 

Fasilitatif 

Mediasi, 

fasilitator, 

pemberdayaan 

- Apakah dalam kolaborasi ini 

terdapat kepemimpinan 

fasilitatif, yang Dimana 

bersedia untuk mediasi, 

memfasilitasi dan juga 

melakukan pemberdayaan 

terhadap proses kolaborasi? 

4. Proses 

Kolaborasi 

Jalannya 

Kolaborasi 

- Apakah dalam kolaborasi ini 

rutin dilakukakn dialog 

secara tatap muka? 



 

 

 

 

- Bagaimana membangun 

kepercayaan antara 

pemangku kepentingan 

kolaborasi? 

- Bagaimana proses berbagi 

pemahaman tentang misi 

dan permasalahan yang 

dihadapi serta 

mengidentifikasi nilai-nilai 

umum dalam kolaborasi? 

- Apakah melakukan proses 

saling melibatkan tentang 

bagaimana meraih 

kesuksesan awal, melakukan 

perencanaan strategis dan 

menemukan fakta secara 

bersama? 

5. Faktor 

Pendukung dan 

Penghambat 

Ekternal dan 

Internal 

- Apa saja faktor pendukung 

dalam kolaborasi dan  

- Apa saja faktor penghambat 

dalam kolaborasi? 

 

 

 

  



 

 

 

 

SK Tim percepatan realisasi investasi Kab. Brebes

  



 

 

 

 

Data BPS Nilai Investasi 2022 Daerah Brebes dan Sekitarnya 

 

Sumber : https://jateng.bps.go.id/statictable/2022/03/16/2554/realisasi-nilai-

investasi-dan-tenaga-kerja-penanaman-modal-dalam-negeri-pmdn-menurut-

kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2021.html 

 

 

 

Kegiatan Dialog Tatap Muka Dalam Kolaborasi 

 

No. Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan 

1. Rapat Analisa Kegiatan 

Verifikasi Data Informasi 

Setiapa ada investor yang mau 

menanamkan modalnya 

2. Rapat Evaluasi Kepatuhan  

Pelaku Usaha 

Setiap 3 Bulan 1 kali 

3. Rapat Koordinator Rapat Tahunan 

4. BIMTEK Pelaku Penanaman 

Modal 

Dibagi Beberapa sesi, setiap tahun 

ada 3-4 Sesi 

 

No. Kabupaten Kota Nilai Investasi 

1. Brebes Rp. 514,789.80 

2. Kabupaten Tegal Rp. 157,467.20 

3. Pekalongan Rp. 478.072.60 

4. Pemalang Rp. 175.273.70 

5. Kota Tegal Rp. 199.990.30 

6. Kota Pekalongan Rp. 410.594.80 

Sumber%20:%20https:/jateng.bps.go.id/statictable/2022/03/16/2554/realisasi-nilai-investasi-dan-tenaga-kerja-penanaman-modal-dalam-negeri-pmdn-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2021.html
Sumber%20:%20https:/jateng.bps.go.id/statictable/2022/03/16/2554/realisasi-nilai-investasi-dan-tenaga-kerja-penanaman-modal-dalam-negeri-pmdn-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2021.html
Sumber%20:%20https:/jateng.bps.go.id/statictable/2022/03/16/2554/realisasi-nilai-investasi-dan-tenaga-kerja-penanaman-modal-dalam-negeri-pmdn-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2021.html

